BUPATI BONE —

KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR TAHUN 2013 |

TEMTANG

PEMBENTUKAN
SENOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SATU ATAP 7 LIBURENG

BUPATI BONE,

1. bahwa berdasarkan Sural Keputusan Direktoratl Pembinaan Sekolah
Menangah Pertama Nomor : 691/C3/KP/2013 tanggal 23 April 2013,
ntang Penetapan Sekalah Penerima Block Grand SD-SMP Satu Atap /

- |

babwa uniuk menunjang Pelaksanaan wa“b Delajar Pendidikan Dasar e
(Sembilan) Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah
Dasar di Kecamatan Libureng, perdu membentuk Sekolah Menengah
‘eriama Megen Satu Atap 7 Libureng ;

bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupali Bone, tentang
Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Libureng;

Undang-Undang Nomor 259 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat || di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
l'ahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 1822);

Mengingal

Z. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
National (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 temang Perubahan kedua alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerinftahan Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5234),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4734);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomeor 127, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor

4840),
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Eloinie Tahun

dalamnya

BUPATI BONE,

AFEHSAR M. PADJALANGI

USAN : Mepada Y
Menten Negara Perdaysgunasn Agar siir Negara o Jakara
Menten datam MNegen d Jarans
etus Badan Pemerkss Feauangan & Jakana
Kepais Eadan Fepegawean & Jarara
Sekretaris Jenders Dveidur Jerderal Irapeitis Jenderal dan kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan & perddikan dan retbudaraan dalam ingkungan Depariemen pendidikan
MNa=onsl @ Jarana
C Sekretaris Inspekioratl Jenderal dan

Creitir Jerderal Cslpetisrs Jenderal
-".e;;—.,a ‘...ar*" FPereltan Dan pergembangan pendidikan dan Kebudayaan
Cenanierness pareirfiean Masonal & Jakana

Kecaia Pussl dan Direldur Utama PT. (Persero) Balal Pustaka

fs.-..a..; E:—.': Crwreirnir
ermes) Perdicdican Nasonal di Jakana

Lingkungan Degs

rekrut Jenders Arggaran Depantiemen Veuangan di Jakana
irekrut Perbendsharsan dan Belarya Negara 4 Jakana

omass V1 DPR-F & Jakana

JW! Stz "}F'r-iif o W anaar

Ketus DF-':';..- Proowrss Sodawen Caiatan 4 Wakasase

K#,a,d [hnas Perdidian Progrs Sleess Selgtan o Makassar

Kepals Kantor Perbendanaraan Can ras Negara Propinsi Sulawesi Selalan di Makassar

Ketus ..u":r Kot rater Borsm & NEamoore

in Dings Pervidiiean ¥V aoupsten Bore di Watampone
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Kepala Bagian Hulm Gexda ¥ab Bore & Watampone
Perungga-




